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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

RIAN
502020038

Penegakan hukum merupakan Salah satu Usaha untuk menciptakan tata tertib,
Keamanan, kenyamanan ketentraman dalam masyarakat Baik dalam Usaha
Pencegahan maupun Pemberantasan atau pun penindak setelah terjadinya
Pelangggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)
Bagaimanakah Penegakan hukum Administrasi lingkungan dalam hubunganya
dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
dan 2) Bagaianakah Kebijakan hukum Administrasi Negara Dalam Efektivitas
Penegakan Hukum Administrasi lingkungan dalam hubunganya dengan
Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
Metodelogi dalam Penelitian ini mengunakan Metode normatif.

Penelitian Hukum diatas dapat disimpulkan Bahwa sanksi Administratif yang
diberikan Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin dan Pencabutan
izin (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Rl No. 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kata Kunci : Efektivitas, Pemberlakuan, Penegakan Hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kontrak sosial Bangsa Indonesia yang khusunya terkandung
pada alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya ditambahkan bahwa
adanya negara indonesia ini adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam rangka untuk melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu sangat berkaitan dengan
keberadaan lingkungan hidup Indonesia.

Ide hukum yang terkandung pada kemauan untuk melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bahwa perihal
lingkungan hidup itu adalah merupakan Hak Asasi Manusia dari segenap warga
Negara Indonesia. Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai Hak Asasi
Manusia dalam Undang-Undang 1945, memang belum dirasakan dampaknya
dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, namun jiwa dan semangat
Konstitusi tersebut mewajibkan Negara untuk memberi, menjaga dan melindungi
Hak Asasi Manusia dalam lingkungan hidup tersebut dengan mempercepat
perbaikan peraturan yang ada dan meningkatkan Kinerja aparatur penegak hukum
lingkungan, demi tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat banyak.®
Dapat dipahami bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia bukan hanya melindungi manusianya tapi juga

! http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1513, Hak Asasi Manusia Tentang
Lingkungan Hidup, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 23.01 WIB.


http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1513

melindungi lingkungan hidupnya artinya disana perihal lingkungan hidup
merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia dari Bangsa Indonesia sebagaimana
yang tertuang pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam penyelenggaraan Negara Indonesia harus mempertimbangkan
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia jadi dengan demikiaan
penyelenggaraan Negara Indonesia ini harus berjalan dengan memperhitungkan
kelestarian lingkungan hidup Indonesia yang berkesinambungan sebagaimana
yang diatur pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian
Nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin
untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dinikmati secara merata oleh
seluruh rakyat”. Jadi disitu terdapat hubungan diantara gerak pembangunan dan
kelestarian lingkungan hidup yang mana pembangunan tersebut harus ada sisi
menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pada sisi lain juga untuk
kesinambungan generasi masa yang akan datang.

Dalam upaya untuk menemui dari cita hukum yang terkandung pada
kontrak sosial Bangsa Indonesia dan hukum dasar perlu di kongkritkan untuk
mewujudkannya dalam bentuk kongkrit secara oprasional dimana pengaturan
yang berkaitan dengan oprasional perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ini
terkandung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Sementara itu belum lama ini setelah diundangkannya Undang-Undang
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disitu begitu berhubungan erat dengan
salah satunya peraturan dalam kaitannya dengan Lingkungan Hidup sebagaimana
yang ada pada paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 21 dan Pasal 22 UU
No.11 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa: “Dalam rangka memberikan
kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup”. Dan Paragraf 4 Kehutanan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2020 menetapkan
bahwa: “Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha
dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan pesyaratan investasi dari
sektor kehutanan”.

Dari situ penulis menilai memandang adanya kesenjangan diantara cita
hukum yang terkandung pada Konstitusi Negara Indonesia dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dan roh hukum yang ada pada Undang-Undang No 32 Tahun
2009. Dengan berlakunya pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkungan hidup
pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari situ penulis
berupa menemukan lebih detail lagi tentang kesenjangan dari UUD 1945, UU
NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka terdapat
dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut:
1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Dalam
Hubungannya Dengan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Administrasi Negara Dalam Efektivitas
Penegakan Hukum Administrasi lingkungan Dalam Hubungannya Dengan
Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja?

C. Ruang Lingkup Penelitiaan

Sesuai dengan rumusuan masalah di atas, untuk menghindari pembahasan
yang keluar dari pokok permaslahan itu, penulis akan berfokus pada pembahasan
yang terkait dengan penegaka hukum administrasi lingkungan dalam
hubungannya keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari
kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah
dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian, maka kerangka konseptual
dalam penelitian ini perlu di jelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Efvektivitas



Efvektivitas merupakan kata dasar dari efevktif, Menurut KBBI
(Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efektnya, Manjur mujarab, dapat
membawa keberhasilan dan daya guna. Dari pada itu efektivitas mempunyai
pengertian sebagai keadaan berpengaruh, kemanjuran mulai berlaku dan
Kemanjuran
. Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pendomanan
prilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

. Administrasi Lingkungan

Administrasi Lingkungan adalah penegakan hukum lingkungan oleh
lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara
yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai
mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata
usaha negara.

Keberlakuan Hukum

Keberlakuan Hukum adalah keberlakuan hukum menurut ruang identik
dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri, berlakunya
hukum dibatasi dalam wilayah tertentu saja dan tidak berlaku ditempat yang
lain. Misalnya Peraturan Daerah, hanya berlaku di tempat peraturan
perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakannya, peraturan

perundang-undangan hanya berlaku di negara itu saja. Setiap aturan hukum



memiliki wilayah keberlakuannya sendiri dari yang paling kecil sampai

bersekala besar.

. Metode Penelitian

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum
yuridis. Dalam penelitian normatif ini hukum di konsepkan sebagai apa yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau pun juga
hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berprilaku manusia yang di anggap pantas. Dalam penelitian hukum terdapat
asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu
terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-

undangan.

. Sumber Data

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan
tujuan penelitian harus jelas. Kemudian mencari rumusan masalah yang akan
di bahas, data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan
mengikatnya dapat di bedakan menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang menjadi sumber data penelitian ini
mencakup penelitian perundang-undangan yang meliputi undang-undang

Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Perngelolaan lingkungan



hidup (PPLH). Dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber data penelitian yang
menjadi sumber data penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, karya tulis
ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini akan bermanfaat dan
membantu penulis dalam menganalisi dan memahami bahan hukum dan
objek penelitian yang ada hubungannya denganmasalah yang di teliti.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi sumber data penelitian ini
adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap hukum primer dan sekunder antara lain berupa internet, kamus

hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian

yang dituangkan ke dalam empat bab. Setiap bab akan menjelaskan masalahnya

secara tersendiri, tetapi masih dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang

lainnya. Secara sistematis, gambaran penelitian ini sebagai berikut :

: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,



BAB Il

BAB Il

BAB IV

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian
yang terdiri atas jenis penelitian dan sumber data, kerangka

konseptual, dan sistematika penulisan.

: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori, penegakan hukum

lingkungan, hukum administrasi lingkungan, perizinan lingkungan.

: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan

permasalahan yang menjelaskan secara normatif.

: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai hasil jawaban singkat atas
pembahasan yang dilakukan oleh penulis dan sebagai bahan

rekomendasi dari penulisan disampaikan pula saran-saran.
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